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Menirnbang : a. hahr*-a untuk melaksanakan kete.*ttna pasat 25 avat i4i Perafuran Pemerintah

]{*mu-r 22 Tah-.ri-, 2*08 t*,:':ta*g per',d*riaar: San ptageltilaai-r t=ant**lr 'itiituk

korbar: bencana periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gurrung Mas tentang
tata cara pe;nbrrian dan Pertangg*ngia:r.atrae Bant-ran untuk Korban Bencana;

h. baitrva *rlu-k pengelclaan diir: pertafiggufigia-*aban bantua:: untuk k*rb'an
i:encana dan sesuai dengan pasal 36 ayai 3 Peraturar Daerah lio. 2 Tahun 2i)12
rneka harus dit*t*pkaa Peratrrar: Bupati;

c. bah.,va :rnf,:k tata cara dar: be=ara* ba*tr:an y*ng diberikar: ur:l,rk bantua*
be${.:ana sesriai dengan pasal 37 a.v-at i5i Perati"ran l}irerah }xo" 2 Tahun 2u12

perl* diatur dalam Peratura:r Bupati;

d. mer:rperha{ikan pci* a,b dac} c maka dipar:da,ng perlii ditetapkan elengan

Peraturan Bupaii Gunurg h'Ias.

fulengingal : 1" Undang--Lndang Nornor 5 'Iahua Z*UZ lentang Pembentd<afl Kabupaten
Katinga*- Kabupate:r Ser*van. Kabupat*n Sukamara" Kahupat*n Lamandau,
Kabupaten Guiiung &'Ias- Kabupaten Puiang Pisau. Kabupaten ft,{urung Ru}-q
Kabupaten Barito Tirnur ili Propin-si Kalimaatan Tengah {tamtrahan lembaran
){egirra Rl la}:ulr lt*3 }.iom*r tr8, T:rmbahiui Ltmbaraa }iegara Hamor -1180);

2- Uadaag-Unda*g ltcmor 17 Tahun ZS*i ientang Keuangan Hegara {Lr.mbaran
Negara Tahun 20{i3 Nomor 47- Tamlrahan Lembaran Negara Nomor 4286i:

3- i-t*dang-i,jndaag Noaror i Tah*n 20S4 tentang Perheadaharaaa Negara

{Lenri:aran Negara'f;rhua 20{i4 Nc}Erar 5. fti*rbahan Lembarat Negara ?\olno;r

4355 ):

4. UndangJJndang Nornor 15 Tahun 20$4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Ta*ggi:*g Jarvab K*uaagan Hegara ilen:baran l{egara Tahui: Z*fJ.} }ior:rcr
66" Tambahaa i-ernbaran lriegara Nomor 4400i:

5. Unciaag-tinciang Nomor -1? Tahun ?iI04 tentang Pemerintatr Dae ah {Lembaran
Negara Repr:.blik Indonesia Tahun 3S04 Ncniar lf5. Tambahan Lembaran
l.iegara Republik lndonesia iriomor 44371 sebagaimana teiair beberapa kali
dir:trah t*rekhir dengar: lled;iag-Undang Nom*r 1l 'fah*n 2**8 tentang
Perubairari Keeiua atas iindang-undang l.iomor 37 Tahun ?*t)4 tertatrg
Pemedntah llaerah {l,enitraran ],{egara R.cpublik l*dcnesia Tahu* 200S Nomt-,r

59. Tambahan L*mbaran )'{egara !{omor 484:ii;

6. {,rndang-ijiidang }i*mor 33 Tahun ?iJ*;l tcirtang Perimbangair Keuangan

Arrtara Pemerintah Pusal dan Pemerirtah Daerah (-Lembaran Negara Tahun

2S04 Fiornor 1?6- T:unbahar: Lealbau'an Negara N,lmor 4'{38}



7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggartuul Penanggulangan Bencana ;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Penyelenggafimn Penanggulangan Bencana ;

I 1. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional; dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana ;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02|2A09 tentang Penggunaan
Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perencanaan, Pengelolaannya
menggunakan Mekanisme APBN ;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01NM.0212009 tentang Standar Biaya
Umum Tahun Anggaran 2010 ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Panggulangan Bencana Daerah ;

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun
2008 tentang Rehabilitasi dan Rekonstnrksi Pasca Bencana;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun
2010 tentang Petuqiuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Dana Sosial Berpola
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2009 ;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun
2010 tentang Petuqiuk Teknis Pengelolaan Dana Sosial Berpola Hibah
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 ;

19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor :

147/BNPB/XI/2010 tanggal 24 Nopember tahun 2010 tentang Penetapan
Peqiabat Pembuat Komitmen Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pengelola Dqna Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Kegiatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran 2010;

20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor :

148/BNPB/)ry2010 tanggal 24 Nopember tahun 2010 tentang penetapan
alokasi dana pasca bencana Kabupaten Gunung Mas Tatrun 2010;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahrm 2010 tentang
Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grmung Mas;

22. Perufiiran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tefiang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



MEMUTUSKAN:

MCNETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN UNTUK KORBA}I BENCANA
ALAM

BAB I
KETENTUAN UMT]M

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas

2. Pemerintah Daeratr adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjufirya
disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Gunung Mas

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gunrmg Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas

6. Bencana adatah perestiwa atau rangkaian perestiwa yang disebabkan oleh
Perang, Alam, ulah / Perbuatan Manusia dan penyebab lainnya yang dapat
mengakibatkan korban dan penderitaan manusi4 kerugian hafia bendq
kerusakan lingkunga& kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, serta
menimbulkan ganggu€m terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

7. Bantuan untuk korban bencana adalfubantuan keuangan yang diberikan kepada
korban akibat terjadinya bencana.

8. Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daera}r yang selanjutrya disingkat APBD
adalatt suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
peraturan daerah tentang anggaftm pendapakn belanja daerah.

9. Tanggap darurat adalalt kegiatan yang dilaksanakan secara terlaksana
terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat
dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwq harta benda dan
lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan
moril dan materil

BAB II
SUMBER DANA, PEMBERI.AN DAN BESARNYA BANTUAN

Pasa] 2

Bantuan diberikan untuk membantu beban masyarakat yang terkena
Bencana Kebakaran.

Pasal 3

Masyarakat penerima bantuan bagi korban bencana kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan keuangan Daeratr
Kabupaten Gunung Mas.



Pasal 4

(1) Sumber dana bantuan korban bencana Kebakaran bemsal dari APBD tahun
anggilan bujalan.

(2) Besanrya bEntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil
rapat tim penentuan besaran bantuan.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan
berdasarkan i .,
a. Type / Jenis kerusakan yaitu :

l. Rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp. 3.500.000,-/rumah

2. Rumah rusak sedang mendapat bantuan sebesar Rp. 1.500.000,-/rumah

3. Rumah rusak riogan mendapat bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-/rumah

b. Korban Jiwa:

l. Meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp. 3.500.000,-/jiwa

2. Korban luka berat mendapat santunan sebesar Rp. 1.500.000,-/jiwa

3. Korban luka ringan mendapat santunan sebesar Rp. 1.000.000,-/jiwa

c. Bantuan santunan untuk Kepala Keluarga yang kena musibah kebakaran
Rp.1.500.000,-/KK

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUA}I

Pasal 5

Pengajuan bantuan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
setempat dengan cara membuat pennohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan lampiran data
sebagai berikut:

l. Laporan kejadian be,ncana kebakaran dari BPBD Kabupaten Gunung Mas;

2. Laporan dari Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat setempat;

3. Dokumentasi Lokasi Kejadian;

4. Usul Penetapan Status Bencana Kebakaran;

Pasal 6

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah l(abupaten Gunung Mas
memfasilitasi proses pengajuan bantuan berupa dana kepada Bupati.

Pasal7

Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimakzud dalam
Pasal 6, selanjutrya dokumen persetujuan diseratrkan kepada DPPKA untuk
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPPKA menyerahkan bantuan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah unhrk diserahkan kepada korban bencana Kebakaran yang dilengkapi
dengan Berita Acara penyerahan bantuan disaksikan oleh unsur Camat, Kepala
Desa/ Lurah.

(l)

(2)



BAB TV

PENUTUP

Pasal8

Per:aturan Bupati ini mulai berlaku pada targgal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun

/ Ianuan 2013

G MAS,

Diundangkan di Kuala Kurun

padatanggul B /qgsoQ,t 2013
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